
Pelayanan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
No. SK : 000.8.3.2/1323/BPKAD/2024

Persyaratan

1. Pemanfaatan dalam bentuk sewa : Merupakan barang milik daerah yang berada pada pengelola 

barang dan atau pengguna barang, Mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang 

belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan negara 

dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai : Merupakan barang milik daerah yang berada pada 

pengelola barang dan atau pengguna barang, Mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah 

yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam 

pakai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemanfaatan dalam bentuk sewa : a. Surat Permohonan Sewa dari calon penyewa b. Pengelola 

menugaskan penilai pemerintah atau penilai publik untuk melakukan penilaian objek sewa guna 

memperoleh nilai dari objek sewa c. Berdasarkan hasil penelitian pengelola barang mengajukan 

usulan permohonan sewa barang milik daerah kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan d. 

Walikota menerbitkan surat Pesetujuan Sewa e. Pengelola barang mengajukan Penetapan Formula/ 

Besaran Sewa kepada Walikota f. Penyewa melakukan penyetoran uang sewa ke rekening Kas Umum 

Daerah g. Perjanjian sewa ditandatangani oleh calon Penyewa dan Walikota apabila barang milik 

daerah berada pada pengelola barang, ditandatangani oleh penyewa dan pengelola barang untuk 

barang milik daerah yang berada pada pengguna barang.

2. Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai : a. Surat Permohonan Pinjam Pakai dari calon penyewa b. 

Pengelola barang milik daerah melakukan penelitian dan membuat kajian terhadap objek pinjam 

pakai. Hasil penelitian dan kajian c. berdasarkan hasil penelitian dan kajian dari pengelola barang 

merupakan dasar pertimbangan Walikota dalam memberikan Persetujuan Pinjam Pakai d. Walikota 

menerbitkan surat Pesetujuan Pinjam Pakai e. Perjanjian Pinjam Pakai ditandatangani oleh calon 

Peminjam Pakai dan Walikota apabila barang milik daerah berada pada pengelola barang, 

ditandatangani oleh penyewa dan Pengguna barang untuk barang milik daerah yang berada pada 

pengguna barang f. Menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai
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Waktu Penyelesaian

0

paling lama 5 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perjanjian Sewa, Perjanjian Pinjam Pakai dan BAST

Pengaduan Layanan

Melalui Aplikasi Pro Denpasar (Pelayanan Rakyat Online), 

Melalui telepon (0361) 9077878, 

Melalui website :  https://bpkad.denpasarkota.go.id, 

Melalui email : bpkad.dps@gmail.com 
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